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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Sektor perpajakan merupakan penerimaan dalam negeri yang menjadi 
sumber utama penerimaan negara.Pembayaran pajak telah menjadi sumber 
pendanaan utama bagi pembangunan negara dan sampai saat ini jumlahnya 
semakin meningkat. Seperti yang telah disebutkan dalam UU Nomor 28 Tahun 
2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan Pasal 1 Ayat 1, pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan 
imbalan secara langung dan digunakan untuk keperluan negara bagi 
sebesarbesarnya kemakmuran rakyat. Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak 
mempunyai kewajiban membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih 
yang diperolehnya.Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka 
pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak 
merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. 
Penghindaran pajak (Tax Avoidance) adalah strategi dan teknik 
penghindaranpajakdilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak 
bertentangan denganketentuan perpajakan.Tindakan penghindaran pajak akan 
mengurangi kas negara atau mempengaruhi penerimaan negara dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penerimaan pajak di Indonesia sudah 
direncanakan sebaik mungkin agar mencapai target yang diinginkan sesuai dengan 
anggaran pendapatan di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
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Namun pemerintah belum mampu merealisasi penerimaan pajak secara 
maksimal.Pada dasarnya Tax Avoidance merupakan suatu yang legal secara 
hukum. Putusan Pengadilan Pajak nomor PUT. 29050/PP/M.III/13/2011, di mana 
hakim berpendapat: “Wajib Pajak pada dasarnya bebas untuk mengatur 
bagaimana mereka bertransaksi untuk menekan beban pajaknya sepanjang tidak 
melanggar undang-undang perpajakan 
Dalam era globalisasi ini banyak perusahaan yang memperbaiki keadaan 
perusahaannya kearah yang lebih go publik dan meminimalisir pajak yang akan 
dibayarkan oleh perusahaan kepada negara. Namun banyak perusahaan yang salah 
mengartikan meminimalisir atau melakukan praktik Tax Avoidance.Terdapat 
berbagai kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di 
Indonesia salah satunya yaitu PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 
(TMMIN). 
Tabel I.1 
Praktik Penghindaran Pajak pada Perusahaan 
Nama Perusahaan Rentan Waktu Jenis Praktek Tax Avoidance 
PT. Toyota Motor 
Manufacturing 
Indonesia (TMMIN) 
2010-2014 Pembelian bahan baku dan 
biaya royalty 
Sumber: bisniskeuangan.kompas.com 
Fenomena terkait kasus Tax Avoidance yang terjadi di Indonesia yang 
pertama yaitu kasus fenomena yang terjadi terhadap PT. Toyota Motor 
Manufacturing Indonesia (TMMIN). Fenomena Tax Avoidance di Indonesia 
terjadi pada tahun 2014 pada Sektor Aneka Industri Subsektor Otomotif dilakukan 
oleh PT.Astra Internasional Tbk yang dilansir dari dilakukan oleh Astra 
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Internasional Tbk (ASII) yang salah satu anak perusahaannya yaitu PT. Toyota 
Astra Motor (TAM). Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan sudah 
mencurigai Toyota Astra Motor memanfaatkan transaksi antar perusahaan 
terafiliasi didalam dan luar negeri untuk menghindari pembayaran pajak. 
Penghindaran pajak yang yang dilakukan oleh PT. TMMIN ini terkait dengan 
pembelian bahan baku dan biaya royalti yang besar yang menyebabkan 
pendapatan perusahaan berkurang. Dengan berkurangnya pendapatan maka laba 
juga akan berkurang dan akan menimbulkan kecilnya pajak yang akan dibayarkan 
kepada Negara. 
Kasus PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) ini terjadi 
karena pemisahan perusahaan perakitan mobil (manufacturing) oleh TMMIN, 
sedangkan pemasaran dan distribusi dilakukan oleh PT Toyota Astra Motor 
(TAM).TMMIN menjual mobil yang telah diproduksi tersebut kepada TAM yang 
selanjutnya dijual kembali kepada AUTO 2000. 
Dari AUTO 2000, mobil-mobil tersebut dijual kembali kepada konsumen. 
Selain itu, PT. TMMIN mencatat rekor sebesar 70% dari total ekspor kendaraan 
dari Indonesia. PT.Astra Internasional Tbk memiliki nilai CETR 19% pada tahun 
2014. Menurut Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 , tarif paak Pph Badan 
sebesar 25%, makan semakin rendah CETR semakin tinggi pajak yang 
terhindarkan pada PT.Astra Internasional Tbk. PT. Toyota Motor Manufacturing 
Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Dirjen 
Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN.  
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Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham 
TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki 
PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai 
penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Dirjen Pajak mengoreksi nilainya 
menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai 
koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak 
sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross 
margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah 
dipisah, gross margin TMMIN hanya sekitar 1,8% hingga 3% per tahun. 
Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin 
TAM digabung dengan TMMIN, presentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih 
rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan 
laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak 
wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi 
sehingga dapat mengurangi peredaran usaha. 
Penghindaran pajak merupakan suatu hal yang rumit dan unik karena 
memiliki dua sisi yang berbeda. Sisi pertama penghindaran pajak diinginkan oleh 
perusahaan karena dapat mengurangi beban dan meningkatkan laba perusahaan 
dan sisi kedua penghindaran pajak tidak diinginkan oleh pemerintah karena dapat 
mengurangi penerimaan Negara dalam sector perpajakan.Terdapat beberapa faktor 
yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan kewajiban perpajakannya 
antara lain,Return On Asset (ROA), kepemilikan institusional, komisaris 
independen, dan ukuran perusahaan. 
Return On Assets yang selanjutnya disingkat dengan ROA adalah 
kemampuan suatu perusahaan (aktiva perusahaan) dengan seluruh modal yang 
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bekerja di dalamnya untuk menghasilkan laba operasi perusahaan (EBIT) atau 
perbandingan laba usaha dengan modal sendiri dan modal asing yang digunakan 
untuk menghasilkan laba dan dinyatakan dalam persentase. ROA juga merupakan 
suatu cerminan keuangan perusahaan karena semakin tinggi performa ROA maka 
akan semakin bagus keuangan perusahaan begitu juga sebaliknya. ROA berkaitan 
dengan laba bersih perusahaan dan pengenaan pajak  penghasilan untuk Wajib 
Pajak Badan. 
Kepemilikan institusional adalah proporsi kepemilikan saham yang 
dimiliki institusional yang diukur dalam persentase saham yang dimiliki oleh 
investor institusional dalam suatu perusahaan. Fadhilah (2014) dalam  Praditasari 
dan Setiawan (2017) semakin tinggikepemilikan saham oleh institusi atau 
lembaga padaperusahaan maka akan menimbulkan tingkat pengawasan yang 
semakin tinggi juga, sehinggadapat menekan terjadinya tindakan tax avoidance 
yang dapat dilakukan oleh manajemen. Dengan adanya kepemlikan institusional 
maka akan menyebabkan pengawasan terhadap suatu perusahaan semakin  ketat 
dan optimal karena pengawasan dilakukan secara aktif oleh investor 
konstitusional. 
Dalam tata kelola perusahaan yang baik juga terdapat komisaris 
independen. Dimana komisaris independen ini dapat memberikan petunjuk serta 
arahan yang baik kepada perusahaan untuk mencapai tujuan secara lebih baik 
kedepannya dan termasuk juga menentukan tarif pajak efektif yang akan 
diayarkan oleh perusahaan. 
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Proporsi komisaris independen yang besar dalam struktur dewan komisaris 
akan memberikan pengawasan yang lebih baik dan dapat membatasi peluang-
peluang kecurangan pihak manajemen.Komisaris independen merupakan sebagai 
seorang yang tidak terafiliasi dalam segala hal dalam pemegang saham 
pengendali. Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan direksi atau dewan 
komisaris, serta tidak menjabat sebagai direktur pada suatu perusahaan yang 
terkait. 
Faktor yang mempengaruhi Tax Avoidance lainnyaadalah ukuran sebuah 
perusahaan. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan 
menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif 
atau patuh. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih 
mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya (Kurniasih dan 
Sari, 2013). 
Faktor keuangan terakhir yang dapat mempengaruhi Tax Avoidance yaitu 
Kompensasi Rugi Fiskal.Perusahaan yang telah merugi dalam satu periode 
akuntan diberikan keringanan untuk membayar pajaknya. Kerugian tersebut dapat 
dikompensasikan selama lima tahun ke depan dan laba perusahaan akan 
digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian tersebut. Akibatnya, 
selama lima tahun tersebut perusahaan akan terhindar dari beban pajak, karena 
laba kena pajak akan digunakan untuk mengurangi jumlah kompensasi kerugian 
perusahaan. 
Penelitian-penelitian terdahulu mengenai Tax Avoidance telah banyak 
dilakukan oleh beberapa peneliti.Namun hasil penelitian masih banyak 
perbedaan.Idzni dan Purwanto (2017) dalam penelitiannya yang menguji 
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Pengaruh Ketertarikan Investor Asing Dan Kepemilikan Institusional Terhadap 
Penghindaran Pajak Perusahaan menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional 
berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance. Penelitian tersebut sejalan dengan 
hasil penelitian yang dilakukan oleh Sihaloho dan Pratomo (2015) yang menguji 
tentangPengaruh Corporate Governance Dan Karakteristik Eksekutif Terhadap 
Tax Avoidance yang menyatakan bahwa Kepemilikan Institusional dan Komisaris 
Independen memiliki pengaruh terhadap Tax Avoidance. Namun penelitian yang 
dilakukan oleh  Praditasari dan Setiawan (2016) bertentangan dengan penelitian 
yang dilakukan oleh peneliti diatas. 
Praditasari dan Setiawan (2013) dalam penelitian yang menguji Pengaruh 
Good Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas 
Pada Tax Avoidance menyatakan bahwa Dewan Komisaris Independen tidak 
berpengaruh terhadap Tax Avoidance. Penelitian yang juga bertolak belakang 
yaitu dilakukan oleh Diantari dan Ulupui (2016) yang menguji tentang Pengaruh 
Komite Audit, Proporsi Komisaris Independen, Dan Proporsi Kepemilikan 
Institusional Terhadap Tax Avoidance menyatakan bahwa Kepemilikan 
Institusional tidak berpengaruh terhadap ax Avoidance. 
Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Kurniasih dan Sari (2013) 
dalam penelitiannya tentang Pengaruh Return On Assets, Leverage, 
CorporateGovernance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada 
Tax Avoidance menyatakan bahwa return on asset (ROA) dan Ukuran Perusahaan 
berpengaruh terhadap tax avoidance. Hasil Penelitian tersebut didukung oleh 
penelitian yang dilakukan oleh Waluyo,dkk (2015) yang menguji Pengaruh Return 
on Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan 
Kepemilikan Institusi Terhadap Penghindaran Pajak yang menyatakan bahwa 
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return on asset (ROA) dan  Ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap Tax 
Avoidance. 
Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2014) yang mengujiPengaruh 
Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan 
Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance menyatakan bahwa adanya 
pengaruh Komisaris independen dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax 
Avoidancesedangkan Kompenssasi Rugi Fiskal tidak memiliki pengaruh terhadap 
Tax Avoidance. 
Penelitian inipada dasarnya mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 
Praditasari dan Setiawan (2017) Pengaruh Good Corporate Governance, Ukuran 
Perusahaan, Leverage Dan Profitabilitas Pada Tax Avoidance. Perbedaan yang 
mendasar pada penelitian sebelumnya adalah menggunakan variabel independen 
Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Return On Asset dan Ukuran 
Perusahaan. objek penelitian terdahulu memakai perusahaan property dan real 
estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2016, sedangkan 
penulis menggunakan perusahaan Manufaktur Sektor Aneka Industri yang 
terdaftar di BEI tahun 2013-2016. 
Penulis termotivasi melakukan penelitian ini karena sebagian besar 
perusahaan biasanya melakukan Tax Avoidance guna mengefisienkan beban 
pajak, selain itu adanya ketidakkonsistensian dari hasil penelitian sebelumnya 
memerlukan tambahan bukti empiris apakah Return On Asset (ROA)  
Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan 
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Kompensasi Rugi Fiskal memang benar-benar merupakan faktor yang dapat 
mempengaruhi Tax Avoidance. 
Alasan penulis memilih perusahaan manufaktur sebagai objek penelitian 
adalah disebabkan karena perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia terdiri dari berbagai sektor aneka industri sehingga hasilnya dapat 
dianggap mewakili semua perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 
semua sektor. 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti 
tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang berjudul “Pengaruh Return 
On Asset (ROA) Kepemilikan Institusional, komisaris Independen,Ukuran 
Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance” 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang akan 
diajukan adalah: 
1. Apakah Return On Asset (ROA) berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
2. Apakah Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
3. Apakah Komisaris Independen berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
4. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
5. Apakah Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh terhadap Tax Avoidance? 
6. Apakah Return On Asset (ROA), Kepemilikan Insntitusional, Komisaris 
Independen, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal berpengaruh 
terhadap Tax Avoidance? 
 
  
10 
1.3  Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan  diatas, tujuan yang ingin 
dicapai dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA) terhadap Tax 
Avoidance 
2. Untuk mengetahui pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tax 
Avoidance 
3. Untuk mengetahui pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax 
Avoidance 
4. Untuk mengetahu pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance 
5. Untuk mengetahui pengaruh Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax 
Avoidance 
6. Untuk mengetahui pengaruh Return On Asset (ROA), Kepemlikian 
Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan 
Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Dari tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh adalah 
sebagai berikut: 
1. Bagi Penulis 
Penelitian ini merupakan aplikasi teori yang diperoleh dalam perkuliahan 
dan sebagai sarana untuk memperluas wawasan serta menambah referensi 
mengenai perpajakan terutama tentang “PengaruhReturn On Asset (ROA), 
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Kepemiikan Institusional, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan dan 
Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance” 
2. Bagi Peneliti Selanjutnya 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada  
umumnyasebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam 
penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama. 
3. Bagi Akademisi 
Penelitian ini diharapkan berguna sebagai acuan penelitian lain yang 
tertarik untuk mengembangkan dan menganalisa lebih lanjut studi mengenai 
masalah yang tersaji dalam tulisan ini dan sebagai pertimbangan referensi 
pustaka mahasiswa Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 
4. Bagi Pemerintah 
Penelitian ini diharapkan menjadi indikator untuk pemerintah agar lebih 
memperhatikan perusahaan yang terindikasi memanipulasi laba yang 
didalamnya terdapat aktivitas yang bertujuan untuk menghindari atau 
mengurangi beban pajak mereka serta dapat mengetahui faktor-faktor apa saja 
yang menyebabkan suatu perusahaan melakukan Tax Avoidance. Pemerintah 
diharapkan dapat segera menetapkan dan melaksanakan suatu kebijakan baru 
agar pengawasan terhadap Tax Avoidance dapat terkendali. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan proposal ini, secara garis besar dapat diuraikan dengan 
singkat yang terdiri tiga bab yaitu: 
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BAB I  : PENDAHULUAN 
  Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang 
dilakukan untuk penelitian ini, rumusan masalah dari latar 
belakang yang timbul dari pertanyaan-pertanyaan peneliti yang 
akan menjadi hipotesis, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
sistematika penulisan. 
BAB II  :  LANDASAN TEORI 
  Bab ini membahas teori berkaitan yang mendukung penelitian 
ini, penelitian terdahulu,model penelitian dan pengembangan 
hipotesis untuk melakukan penelitian. 
BAB III  : METODE PENELITIAN 
  Bab ini menjelaskan mengenai penjelasan tentang tiap-tiap 
variabel penelitian, populasi dan sample dari penelitian, jenis dan 
sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis 
yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB IV  :  HASIL DAN ANALISIS 
  Bab ini menjelaskan mengenai hasil dan analisis penelitian yang 
menjelaskan deskripsi objek penelitian, analisis dan iterpretasi 
data. 
BAB V  :  PENUTUP 
  Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan peneliti atas 
penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian, dan saran 
yang yang diberikan peneliti untuk peneliti yang akan melakuka 
penelitian selanjutnya. 
 
